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Abstract 
The legislation process is not only influenced by the juridical factor. Non- 
juridical factors also influence the legislative process. Even non-juridical 
factors influence sometimes is greater than juridical factors. Whereas any 
legislation must meet the criteria of good legislation based on leg is prudence 
theory. The quality of legislation in DPRD Kot a Surabaya is also influenced 
by other factors beyond the text of the legislation. Therefore, it is the 
legislative process in DPRD Kota Surabaya interesting to analyze because 
of course non-juridical factors remain influential in the legislative process. 
These factors, however, can be accommodated in such a wcy to suit the 
demands of judicial aspect. The analysis in this study is conducted by a 
socio- legal approach. Based on the research by socio-legal approach, the 
legislation process in DPRD Kata Surabaya (2009-2014) is influenced by 
non-juridical factors. Non-juridical factors are influenced by the interests 
of the struggle for influence in the community base. On the side of the 
legislator, there is an interest to build a base of constituents on an on going 
basis. On the executive side, there is the need to build a public trust in the 
government. The interests of each other in the dynamics of the discussion of 
draft legislations relating to the budget. 
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Abstrak 
Proses legislasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yuridis. Faktor-faktor 
non-yuridis juga mempengaruhi proses legislatif. Bahkan faktor non- 
yuridis kadang mempengaruhi lebih besar dari faktor yuridis. Sedangkan 
produk legislasi apapun harus memenuhi kriteria Iegislasi yang baik 
berdasarkan teori legisprudensi. Kualitas Iegislasi di DPRD Kota Surabaya 
juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar teks undang-undang. 
Oleh karena itu, proses Iegislasi di DPRD Kota Surabaya menarik untuk 
dianalisis karena tentu faktor non-yuridis tetap berpengaruh dalam proses 
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legislasi. Narnun faktor-faktor ini dapat diakomodasi sedernikian rupa 
agar sesuai dengan tunrutan aspek yuridis, Analisis dalam penelitian 
ini dilakukan dengan pendekatan sosio legal. Berdasarkan penelitian 
dengan pendekatan sosio-legal, proses legislasi di DPRD Kora Surabaya 
(2009-2014) dipcngarnhi olen faktor-faktor non-yuridis. Fak.tor-faktor 
non-yuridis dipengaruhi oleh kepentingan perebutan pengaruh di basis 
konstituen. Di sisi legislator, ada minat untuk membangun basis konstiiuen 
secara berkelanjutan. Di sisi eksckutif, ada kebutuhan untuk mcmbangun 
kepercayaan masyarakat terhadap pernerintah. Kepentingan satu sama lain 
saling tcrkait atau terakomodasi dalam dinamika pembahasan rancangan 
peraturan yang berkaitan dengan anggaran. 
Kata kunci : non-yuridis, legisprudcnsi, legislasi 
A. Pendahuluan 
Legislasi merupakan bagian dari hukum tata negara yang 
kompleks sifatnya. Legislasi bukan hanya bcrsentuhan dengan 
aspek yuridis tetapi juga aspck-aspek non-yuridis, misalnya politik, 
ekonomi, dan lain-lain. lIal ini merupakan scbuah keniscayaan karena 
tcgislasi adalah sebuah agregat dari bcrbagai kepentingan.
1 
Benturan 
kepcntingan dalarn proses legislasi memunculkan pandangan tentang 
buruknya kualitas legislasi akibat dominannya pengarub non-yuridis 
daripada pengaruh yuridis (dogmatika, teori, dan filsafat hukum). 
Buruknya kualitas lcgislasi tersebut pada tataran undang-undang 
dapat dilihat pada jumlah undang-undang yang dibatalkan oleh 
Mahkarnah Konstitusi. Pada tataran yang lebib rendah, buruknya 
kualitas legislasi dapat dilihat pada banyaknya peraturan daerah 
(Perda) bermasalah. 
Berdasarkan penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan 
Indonesia, pada periode 2004 - 2009 terjadi tren kenaikan jumlah 
Perda yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Lonjakan 
pernbatalan Perda terjadi pada awal pemerintahan Susilo Bambang 
Yudhoyono dan Bocdiono (periode 2009 - 2014) karcna target 100 
hari pemerintahan. Pada awal pcriodc tcrscbut j11111lah l'l·nl:I yang 
dibatalk.m 111c111.::1pai 405 Pcrd:1 . Jumlah tcrscbut 111rkl11l11 1 :ip:11:111 
\..1.·q11 K1.·1111.·1111.·11:i11 I inlruu Nq•.c11 d:il:1111 1w111l111111l1111 l'1·11l.1 p.,d.1 
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tahun 2004 - 2008.2 Lonjakan kenaikan pembatalan Peraturan Daerah 
bermasalah paling besar terjadi antara tahun 2008 dan 2009. 
Dalarn konteks itulah legisprudensi, sebagai cabang teori bukum 
yang terkait legislasi, berperan penting dalam proses legislasi. Praktik 
legislasi menunjukkan bahwa menjauhkan undang-undang dari aspek 
politis rnerupakan kctidakmungkinan. Olch karena itu legisprudensi 
sebagai teori di bidang legislasi menempatkan undang-undang 
di antara dua kutub tersebut, yaitu kutub politis dan tcoretis, dan 
berusaha menyeimbangkannya.3 
Untuk mengukur kualitas Perda dari perspektif legisprudensi 
bukan hanya dapat dianalisis melalui rnenguji aspek materiil 
(substansi Pcrda) dengan menguji aspek formil pernbentukan Perda. 
Perspektif legisprudensi - jika digunakan untuk menganalisis aspek 
formil pembcntukan Pcrda - menempatkan tiga kategori dalam 
mclihat kualitas Perda. Pcrtama, proses untuk membahas dan 
mengundangkan suatu peraruran (legislative procedure). Kedua, 
perencanaan Perda yang dapat dilihat sebagai rangkaian dari sebuah 
project management (the management of legislation). Ketiga, proses 
politik yang menyertai pembahasan dan pengundangan Perda (the 
sociology of legislation).4 Melalui tiga kategori irulah kualitas Perda 
dapat diukur dalam aspek formil pernbentukannya. 
Dalam kontcks yang lebih spesifik, legislasi di DPRD Kota 
Surabaya menunjukkan contoh kualitas legislasi yang mampu 
terhindar dari fenomena Perda bermasalah. Pencapaian ini tentunya 
tidak mungkin hanya dirunjang oleh peraturan pcrundang-undangan 
yang secara normatif mcngatur prosedur pcmbcntukan Perda. Kualitas 
legislasi di DPRD Kota Surabayajuga dipengaruhi oleh faktor-faktor 
lain di luar teks peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, 
proses legislasi di DPRD Kota Surabaya menarik untuk dianalisis 
karcna tcntunya faktor-faktor non-yuridis tetap berpcngaruh dalam 
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Analisis terbadap Jegislasi dari perspektif teoretis dan praktis 
dapat dilakukan dengan indikator-indikator yang terukur. Indikator 
tersebut untuk menunjukkan kualitas legislasi yang senyatanya. 
lndikator tersebut antara lain:11 
I. Metodologi legislasi (legislative methodology), yaitu berkaitan 
dengan substansi legislasi, metodologi yang dapat digunakan 
untuk mengclaborasi substansi norm a ti f. 
2. Tcknik legislasi (legislative technique), bcrkaitan dengan 
rnengukur kualitas legislasi dari aspek forrnalnya - misalnya 
struktur dalam substansi undang-undang. 
3. Perancangan legislasi ilegislative drafting), berkaitan dengan 
mengukur kualitas lcgislasi dari perumusan norma dalam 
undang-undang. 
4. Komunikasi lcgislasi (legislative communication), bcrkaitan 
dengan mcngukur kualitas legislasi dari bagaimana cara 
mengkomunikasikan substansi normatif suatu peraturan. 
5. Prosedur Jegislasi (legislativ2 procedure), berkaitan dengan 
mengukur kualitas legislasi dengan melihat proses pernbahasan, 
pengundangan, dan implementasi suatu peraturan. 
6. Manajemen legislasi (the management of legislation), berkaitan 
dengan mengukur kualitas legislasi dengan melihatnya sebagai 
bagian dari suatu perencanaan peraturan perundang-undangan. 
Dalam konteks Indonesia, kategori ini melihat kualitas suatu 
undang-undang dengan mengukurnya dari Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) yang telah ditetapkan. 
7. Aspek sosiologis dalam legislasi (the sociology of legislation), 
yaitu mengukur kualitas legislasi dengan melihat proses politik 
dalam pernbahasan, pengundangan, proses implementasi, dan 
juga efek dari legislasi dari perspektif sosiologis. 
R. Teori legislasi (the theory oflegislation), yaitu mcngukur kual itas 
lcgislasi dcng.an mclihat rungsi lcgislus! M:h:ir:11 111,11111111:11 
p:1nd11:111 sosial dun koulrol dnri 111.:ga1 :i 
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Selain delapan acuan yang dikemukakan oleh Mader, kualitas 
legislasi juga dapat diukur dari sisi rasionalitas rancangan undang- 
undang tersebut. Menurut Atienza, sebagaimana dikutip Flores, 
terdapat lima aspek rasionalitas yang perlu terintegrasi di setiap 
undang-undang. 5 aspek tersebut antara lain: 12 
I. Rasionalitas babasa (linguistic rationality), bahwa setiap undang- 
undang harus jelas dan memiliki presisi untuk menghindari 
masalah ambiguitas dan ketidakjelasan. 
2. Rasionalitas legal formal (legal-formal rationality), bahwa 
undang-undang bukan hanya harus valid (berlaku umum, 
abstrak, impersonal, dan permanen) tetapi juga kohercn, tidak 
berlcbih-lebihan, tidak saling bertentangan, tidak berlaku surut, 
dan diumumkan untuk menghindari problem antinomi, berlebih- 
lebihan dan kcscnjangan dalam rangka menciptakan sistem 
perundang-undangan yang sempuma. 
3. Rasionalitas teleologis (teleological rationality), babwa undang- 
undang bermanfaat dalam mencapai tujuan akhir. Artinya, yang 
ingin dihasilkan melalui undang-undang bukanlah bal yang 
tidak mungkin atau simbolis belaka. 
4. Rasionalitas pragmatis (pragmatic rationality), bahwa undang- 
undaog bukan hanya bermanfaat tetapi juga efektif secara 
sosial dan efisien secara ekonomi dalam setiap peristiwa hukum 
konkrit. 
5. Rasionalitas etis (ethical rationality), bahwa substansi undang- 
undang harus adil dan benar. 
8.4. Gambaran Umum DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014 
DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014 sebagai basil dari 
Pemilihan Umum Legislatif 2009 (Pileg 2009) menunjukkan 
konligurns] yang bcragam. Anggota DPRD Kola Surabaya Periode 
.l001) •101·1 xcjumluh lirna puluh orang anggota terbagi mcnjadi tujuh 
1 ... 
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I. Fraksi Demokrat 
2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
3. Fraksi Partai Golongan Kar-ya 
4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 
5. Fraksi Partai Kcadilan Sejahtcra 
6. Fraksi Partai Damai Sejahtera 
7. Fraksi Apkindo (terdiri dari Partai Amanat Nasional, Partai 
Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, dan 
Partai Kebangkitan Nasional Ulama) 
Tujuh fraksi tersebut dapat diklasifikasikan bcrdasarkan 
ideologinya. Jika mcngacu kepada klasifikasi ideologi partai peserta 
Pileg 2009 menurutAndreas Ufen," maka mayoritas ideologi pemilih 
di Kota Surabaya merupakan pernilih berideologi nasionalis sekuler. 
Basis ideologi pemilih di Kota Surabaya berdasarkan peroleban kursi 
basil Pileg 2009 sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 2. 
Tabel 2. Konfigurasi Ideologi Pemilih di Kota Surabaya 




Partai Demokrat Nasionalis sek:uler 16 
Partai Demokrasi Lndonesia 
Nasionalis sekuler 8 
Perjuangan 
Partai Golongan Karya Nasionalis sekuler 5 
Partai Kebangkitan Bangsa Islam tradisional moderat s 
Partai Keadilan Sejahtera Islam modemis 5 
Partai Damai Sejahtera Nasiooalis Kristen 4 
Partai Amanat Nasional Islam modernis 2 
Partai Gerakan Indonesia Raya Nasionalis sckuler 3 - 
Islam modern is dan 
Partai Pcrsatuun Pcmbangunan trndisional. schag.ai ha,11 I 
111,1 p:111:11 l'l:I ( l11k ll.1111 
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4. Komisi D yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat 
dengan rincian tu gas pembidangan ketenagakerjaan pendidikan, 
ilmu pengetahuan dan teknologi, perpustakaan, budaya dan 
pariwisata, kepernudaan dan olahraga. 
Seperti halnya wewenang DPRD di kabupaten/kota lainnya, 
DPRD Kota Surabaya juga memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan 
pcngawasan. Jika melihat kinerja DPRD Kota Surabaya Periode 
2009-2014 dalam melaksanakan fungsi legislasi, terdapat 83 Perda 
yang telah diundangkan dengan rincian dalam Tabet 3. 
Tabel 3. Jumlah Peraturan Daerah yang disahkan 
olch DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014 








Sumber: data diolah dari http://1vwwjdih.surabaya.go.id 
B.5. Analisis Prosedur Pembentukan Perda Kota Surabaya dari 
Perspcktif Legisprudensi 
Menelaah prosedur pernbentukan Pcrda dalam Pcrmendagri 
No. I Tahun 2014, pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan 
prosedur pernbentukan undang-undang. Prosedur pernbentukan 
Perda dalam Pcrmendagri No. I Tahun 2014 tcrbagi dalam lima 
tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengcsahan, 
dan pengundangan. 
I. Pcrencanaan 
l J11da11g l f11da11g din.:11c:111ak:111 d:11:1111 hl·11111k l
1
1,1lq•11.1, 
,rd,1111''-·"' l'n d:i du l"ll\":r11:1l.a11 cl:d:1111 111111'1 .1111 I I l"',Lr .r I >.w, .111 
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(Prolegda). Perbedaannya, Prolegda tidak disusun untuk jangka 
menengah lima tahun sebagaimaoa Prolegnas. Prolegda ditetapkan 
untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas 
pembentukan Rancangan Perda (Pasal 34 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 
2011). Berdasarkan Pasal 35 UU No. 12 Tahun 201 l, Prolegda 
disusun berdasarkan: 
a. perintah peraturan perundang-undangan yang lcbih tinggi; 
b. rencana pembangunan daerah; 
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pernbantuan; 
d. aspirasi masyarakat daerah. 
Jika mcngacu pada Pcrmendagri No. I Tahun 2014, penyusunan 
Prolegda terbagi menjadi penyusunan di lingkungan Pemerintah 
Daerah dan di lingkungan DPRD. Penyusunan Prolegda di lingkungan 
Pemerintah Daerah dimulai dcngan kepala dacrah mcmerintahkan 
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun 
Prolegda. Pcnyusunan Prolcgda tersebut dikoordinasikan oleh biro 
hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota, Jika dipandang 
perlu, penyusunan Prolegda juga dapat mengikutsertakan instansi 
vertikal terkait (Pasal IO dan Pasal 11 Permendagri No. I Tahun 
2014). Jika Prolegda telah selesai disusun maka kepala daerah 
mcnyampaikan hasil penyusunan Prolegda kepada Badan Legislasi 
Daerah (Balegda) melalui pimpinan DPRD. 
Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD menjacli tanggung 
jawab Balegda. Hasil penyusunan Prolegda antara Pemcrintah Daerah 
dan DPR.D kernudian discpakati menjadi Prolegda dan ditetapkan 
dalam rapat Paripurna DPRD [Pasal 14 Ayat (2) Pcrmendagri No. 1 
Tahun 2014]. Prolegda tcrsebut ditetapkan dengan keputusan DPRD. 
Aspek aspirasi rnasyarakat juga idealnya tidak dilupakan dalam 
tahap perencanaan. Padahal peran partisipasi masyarakat sangat 
renting dalam tahap percncanaan karena rnasyarakat nantinya akan 
mciuadi pemangku kepcntingan yang terkena dampak dari setiap 
1w111h,·11111l.a11 l'crda. Perun partisipasi masyarakat lcrscbut tidak dupat 
kp.r•, d.11 I\ II I""·" 1k111ol.1:rs1 IIIIHkt fl 
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Demokrasi modern meoekankan pentingnya partisipasi 
masyarakat dalarn setiap proses 
pengambilan keputusan. Sebagai 
sebuab konsep yang berkembang dalam sistem politik modem, 
partisipasi memberi ruang bagi 
masyarakat untukmelakukan negosiasi 
dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak 
langsung terhadap kehidupan 
masyarakat. Proses tersebut berbeda 
dengan yang terjadi 
dalam demokrasi elit. Demokrasi elit cendemn
F:i
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materi muatan secara singkat.'? Hal ini meoimbulkan kesulitan dalam 
memahami ratio leg is dari sebuah Perda secara komprehensi f. 
Penyusunan naskah akadernik tanpa kedalaman substansi 
tersebut tebih disebabkan kekeliruan paradigma dalam Permendagri 
No. 1 Tahun 2014 ketika menempatkan naskah akademik pada tahap 
penyusunan Perda. Idealnya dalam tahapan perencaoaan Pcrda, 
sebuah Pcrda dapat dimasukkan dalam Prolcgda karena didasarkan 
pada kajian yang menunjukkan bahwa Perda tcrscbut dibutuhkan 
dan kajian tersebut berupa naskah akademik. Namun berdasarkan 
Pcnnendagri No. I Tahun 2014 naskah akademik bukan menjadi 
bagian dari tahap pcrencanaan melainkan tahap penyusunan. 
Hal terscbut berbeda dcngan posisi naskah akademik pada 
tahap pembentukan undang-undang. Berdasarkan Peraturan Presiden 
N omor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
U ndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan 
Perundang-undangan, naskah akademik justru menjadi bagian pada 
tabap perencanaan. Olch karena itu, Rancangan Undang-Undang 
(RUU) yang dimasukkan dalam Prolegnas secara prosedural telah 
didasarkan pada kajian dalam naskah akademik. 
B.6. F aktor-faktor Non-yuridis yang mcmpcngaruhi Proses 
Pembentukan Perda Kota Surabaya Periode 2009-2014 
Faktor-faktor non-yuridis turut berpengaruh dalam proses 
pembeotukan Perda Kota Surabaya selama periode 2009-2014. 
Pengaruh faktor non-yuridis tersebut lebih banyak pada tahapan 
pembabasan Raperda. Dinarnika selama proses pembahasan dapat 
disebabkan oleh benturan kcpentingao-kepentingan non-yuridis. 
Pengalaman DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014 
menunjukkan beragarnnya faktor non-yuridis yang dapat melancarkan 
atau justru menghambat proses pembahasan Rapcrda. Bcbcrapa 
laktor non-yuridis terscbut antara lain daput dilih.u pada pcmbnhasun 
R:1pc1da hl·11l.111 1111 
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I. Raperda Pcngclolaan Barang Milik Daerah 
Rapcrda ini akhirnya disahkan dan diundangkan menjadi 
Peratura n Dacrah Kola Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 ten tang 
Pcngelolaan Barang Milik Daerah. Raperda ini disusun dengan 
latar belakang barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting 
dalam pcnyelcnggaraan pemerintahan dan pembangunan dacrah, 
untuk itu barang milik daerah perlu dikelola secara tertib agar 
dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung 
penyelcnggaraan pemcrintahan daerah. 
lsu pengclolaan barang milik dacrah yang paling mengemuka 
dalarn pcmbahasan Raperda ini tcrkait dcngan status tanah "surat 
ijo". Nomenklatur "su.rat ijo" sebenarnya hanya dikcnal di Surabaya. 
Nomcnklatur resmi dari "surat ijo" sebenarnya adalah Izin Pernakaian 
Tanah. 
lzin Pcmakaian Tanah tcrsebut dapat didefinisikan sebagai izin 
yang dibcrikan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mernakai 
tanah dan bukan mcrupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas 
tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Latar 
belakang munculnya "surat ijo" terscbut adalah buruknya administrasi 
Pemerintah Kota Surabaya di masa lalu. 
Menurut SL, salah scorang anggota DPRD Kota Surabaya yang 
tidak lagi menjadi anggota DPRD Kota Surabaya di periode 2014- 
2019, kedudukan Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya lemah 
dalam isu "surat ijo". 
.... dulunya tanah-tanah kosong tersebut kan tidak diketahui 
pemiliknya. Orang-orang datang bertanya ke Pemerintah Kofa. 
Mereka (Pemerintah Kota) tidak eek, langsung saja klaim itu 
tanah pemerintah. Diberikan "surat ijo ", ditarik iuran. Daerah 
lain tidak ada "surat-surat ijo" seperti itu. Padahal pemerintah 
sebenarnyajuga tidak tahu itu tanah siapa.t" 
1'1..'ndapat scrupa juga dikemukakan olch B yang di periode 
l(lf I 10141 tcrpilih kcrnhali schagai anggo!a l)PRD Kola Surabaya. 
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Dia berpendapat bahwa semua bentuk aktivitas yang menyangkut 
tanah di Indonesia tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 
5 tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
dan peraturan pelaksanaannya. Terhadap polemik tanah dengan 
""surat ijo"" di Kola Surabaya, dia berpendapat bahwa kedudukan 
Pemerintah Kota Surabaya lemah karena tidak didukung dengan bukti 
kepemilikan yang kuat serta secara de facto sudah lama dikuasai oleh 
warga.21 
lsu "surat ijo" menjadi sukar untuk diselesaikan karena besamya 
jumlah pemcgang "surat ijo" tcr. cbut. Di sisi lain, Pemerintah Kota 
Surabaya kcberatan untuk melcpaskan tanah yang diklaim sebagai 
barang milik daerah tersebut. Walaupun secara de Jure, tidak ada 
dokumen hukum yang mampu menguatkan klaim tersebut. 
Bcsarnya jurnlah pemegang "surat ijo" pada akhimya 
mcnyebabkan i u "surat ijo" rcntan untuk dipolitisir. Pemilihan 
Walikota urabaya Tahun 2015 menunjukkan bahwa pemegang "surat 
ijo" dijadikan isu politik calon walikoia tertcntu untuk memenangkan 
kontcstasi. Walaupun pada kenyataannya, isu tersebut tidak mampu 
mendongkrak perolehan suara calon. I. u "surat ijo" dianggap tcrlalu 
tcrsegmentasi schingga tidak mcnjadi isu komunal penduduk Kota 
Surabaya. 
.... pemegang "surat ijo" jika dibandingkan dengan )11111/ah 
seluruh penduduk berapo? Apakah signiftkan? Ternyata 
tidak. Ka/au kita lihat persebaran pemegang "surat ijo" Jugo 
hanya pada wilayah tertentu. Jodi kalau ma!' dija
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mcnjadi permasalahan karena adanya anggaran hibah 
l28 any Suryawati. Victor lmanuel W. alle 
Pasal 249 - 252 UV No. 23 Tahun 2014. Perbedaan pengawasan 
reprcsif dalarn UU No. 23 Tahun 2014 dibanding dalam UU No. 32 
Tahun 2004 adalah adanya sanksi. Sanksi tersebut ditujukan untuk 
penyelenggara pemerintahan daerah yang masih memberlakukan 
peraturan dacrah yang dibatalkan oleh mcntcri atau oleb gubemur. 
Jcnis sanksi yang pertama adalah sanksi administrati f berupa tidak 
dibayarkannya hal-bal keuangan yang diatur dalam ketenruan 
peraturan perundang-undangan selama tiga bulan. Jenis sanksi yang 
kcdua adalah sanksi penundaan cvaluasi rancangan pcraturan daerah. 
Dengan adanya sanksi ini maka akan berdampak pada pcnundaan 
pengawasan prcventif Peraturan Dacrah. Lalu bagaimana pengawasan 
preventif Peraturan Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014? 
Pcngawasan preventif tcrsebut diatur dalam Pasal 245 UU No. 
23 Tahun 2014. Pcngawasan prcventi f tcrsebut ditujukan kcpada 
rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, 
APBD, perubahan APBD, pcrtanggungjawaban pelaksanaan APBD, 
pajak daerah, rclribusi daerah dan tata ruang dacrah. Rancangan 
pcraturan dacrah provinsi dicvaluasi olch rncntcri sebclum ditctapkan 
olch gubernur, sedangkan rancangan peraturan dacrah kabupaten/ 
kota dicvaluasi gubemur scbagai wakil pernerintah pusat scbelum 
ditetapkan oleh bupati/walikota. Mentcri yang mcngevaluasi 
rancangan peraruran dacrah provinsi tentang pajak daerah dan 
rctribusi dacrah berkoordinasi dcngan mentcri bidang kcuangan 
sedangkan untuk rancangan peraruran daerah bidang tata ruang 
bcrkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan tata 
ruang. Begitu pula yang dilakukan olch gubcrnur ketika mcngcvaluasi 
rancangao pcraturan daerah kabupaten/kota tcntang pajak daerah, 
rctribusi daerah, dan tata ruang berkoordinasi dengan menteri urusan 
dalam negeri untuk kemudian rnenteri tersebut berkoordinasi dengan 
mcntcri bidang ekonorni maupun bidang tata ruang. 
d d I I ·111·1111• 11:11:1!.. dacrnh Pcnguwasun tcrha ap pcrnturan aera 1 
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Mekanisme tersebut mcnunjukkan fase untuk menjaga 
idealnya substansi dan 
bentuk Raperda dapat dilaksanakan melalui 
peogawasan preventif. Pengawasan 
preventif tersebut dalam konteks 
Perda Kota Surabaya dilakukan oleb Gubernur Jawa Timur sebelum 
Perda diundaogkao. Namun kondisi saat ini menunjuk.kan bahwa 
mekanisme pengawasan preventif hanya ditujukan pada Raperda 
yang mengatur tentang 
RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, 
pertaoggungjawaban pelaksanaan 
APBD, pajak daerah, retribusi 
daerah dan tata ruang dacrah. 
Keterbatasan ruang lingkup pengawasan preventif tersebut 
seharusnya diperluas. Sistem kontrol untuk sinkronisasi Perda 
sebaiknya dilakukan pada semua substansi atau matcri muatan. 
Tentunya sistem tersebut 
tidak memungkinkan jika hanya dilakukan 
oleh kapasitas aparatur yang 
ada saat ini. Oleh karena itu perluasan 
pengawasan preventif 
tersebut harus dibarengi pula peningkatan 
kapasitas aparatur, 
C. Penutup 
Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 
proses pembabasan Raperda 
di DPRD Kota Surabaya Periode 2009- 
2014 turut dipengaruhi oleh faktor non-yuridis. Faktor non-yuridis 
tersebut dipengaruhi oleh kepentingan perebutan basis pengaruh di 
masyarakat. Di sisi legislator, 
ada kepentingan untuk membangun 
basis konstituen secara berkelanjutan. Di sisi eksekutif, ada 
kepentingan untuk membangun 
kepercayaan masyarakat terbadap 
pemerintah. Kepentingan 
tersebut saling bertemu dalam dinamika 
pembahasan Raperda yang 
berkaitao dengan APBD. Ternuan dalam 
penelitian ini menunjukkan 
bahwa natur produk legislasi sebagai 
produk politik 
sukar untuk dihilangkan. Produk legislasi akan 
menjadi produk hukum yang 
sarat dengan politik mengakomodasi 
kcpcnt i ngan lcgislat if, cksck uti f, maupun pihak kcl iµa. 
I. 
2. 
Saldi lsra, Pergeser
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